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TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPTEN MUKOMUKO

Menimbang : a.

c.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI iIUKOMUKO,

bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang digantidengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Mukomuko.

bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas 1.
dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko;

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur
dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2O0/' tentang Perimbangan
Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371;

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15);

3.

4.

5.

f--
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisai Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIS DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOiIIUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko; ir
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD

Kabupaten Mukomuko;

e. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pelaksana tertentu yang karena sifatnya tidak

tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;

f. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah r

Kabupaten Mukomuko;

g. Peraturan Bupatiadalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 2

(1) Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana terlampir

pada Lampiran l dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini
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(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Lembaga

Teknis Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

- Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang

- Sub Bidang Perencanaan Prasarana

d. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sosial dan Budaya

- Sub Bidang Perencanaan Ekonomi

- Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya

e. Bidang Statistik dan Data Elektronik

- Sub Bidang Telematika dan lnformatika 
$'

- Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Informasi

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- Sub Bidang Ekonomidan Sosial Budaya

- Sub Bidang Fisik dan Prasarana

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ketahanan Pangan

- Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- Sub Bidang Keanekaragaman Pangan

d. Bidang Kelembagaan

- Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh

- SuU gidang Kelemb?
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e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh

- Sub Bidang Pembinaan Penyuluh

- Sub Bidang Pengawasan Penyuluh

f. Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Pengkajian Tekhnologi

- Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana

- Sub Bidang Pengkajian Tekhnologidan Akreditasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemerintahan Desa

- Sub Bidang Administrasi Keuangan dan aset Desa

- Sub Bidang Aparatur Desa

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

- Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

- Sub Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat

e. Bidang Sarana Teknologi Pedesaan

- Sub Bidang Bimbingan Sarana dan Prasarana Pedesaan

- Sub Bidang Bimbingan dan Pengembangan TeknologiMasyarakat Pedesaan

f. Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat Desa

- Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Desa

- Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Ketahanan Masyarakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4. Badan Kepegawaian Daerah

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Mutasidan Pengembangan Karir

- Sub Bidang Mutasi

- Sub Bidang Analisis jabatan dan Pengembangan karir

i.
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d. Bidang Perencanaan dan Data Pegawai

- Sub Bidang Perencanaan, Formasi dan Pengadaan Pegawai

- Sub Bidang Pendataan, Pelaporan dan Dokumentasi

e. Bidang Pembinaan dan Kespeg

- Sub Bidang Pembinaan Pegawai

- Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- Sub Bidang Diklat Strukturaldan Pendidikan ForamalAparatur

- Sub Bidang Diklat Fungsionaldan Teknis

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Inspektorat Kabupaten

a. Inspektur Inspektorat

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Keuangan

c. Inspektur Pembantu Pengawasan Pemerintahan Umum dan Aparatur

- Seksi Pengawasan Pemerintahan Umum

- Seksi Pengawasan Aparatur

d. lnspektur Pembantu Pendapatan dan Kekayaan

- Seksi Pendapatan

- Seksi Kekayaan

e. lnspektur Pembantu Pembangunan

- Seksi Pengawasan Prosedur

- Seksi Pengawasan Fisik

f. Inspektur Pembantu Keuangan dan Perekonomian

- Seksi Pengawasan Keuangan

- Seksi Pengawasan Perekonomian

g. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko

a. Direktur Rumah Sakit

b. Bagian Tata Usaha

- Sub Bagian Umum

- Sub Bagian Kepegawaian

- Sub Bagian Rekam Medis

ir
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c. Bidang Pelayanan Medis

- Seksi Pelayanan Medis

- Seksi Penunjiing Medis

d. Bidang Perawatan

- Seksi Perawatan Umum

- Seksi Perawatan Khusus

e. Bidang Keuangan

- Seksi Anggaran, Mobilisasi dan Akuntansi

- Seksi Perbendaharaan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Kesatuan Bangsa

d. Seksi Kajian Strategis

e. Seksi Pembinaan Politik

f. Seksi Perlindungan Masyarakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Kantor Lingkungan Hidup

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Bcirbahaya dan Beracun (83)

d. Seksi AMDAL

e. Seksi Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air

f. Seksi Pengelolaan Kualitas Udara dan Pencemaran Udara

g. Kelompok Jabatan Fungsional

9, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

d. Seksi Pengolahan Pelayanan Pustaka

e. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka

f. Seksi Arsip dan Dokumentasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

s.
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{ 0. Kantor Perhubungan, Komu nikasi Informatika

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Angkutan dan Pengendalian Operasional

d. Seksi Manajemen dan Prasarana Perhubungan

e. Seksi Komunikasi

f. Seksilnformatika

Pasal 4

Struktur Organisasi masing-masing Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko

sebagaimana terlampir pada Lampiran ll dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian d"n*.
spesialisasi berdasarkan kebutuhan dengan prosedur kebutuhan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuaidengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Jumlah Tenaga Fungsionalditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai Peraturan Perundang-

undangan.
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing - masing maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah

Kabupaten serta dengan lnstansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing - masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan

Perundangan - undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyiapkan faporan berkala

tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan

Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjurt dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. $'

(3) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusannya wajib

disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasidibawahnya dan dalam

rangka pemberian bimbingan bawahan masing - masing, wajib mengadakan rapat

berkala.

BAB VI

ESELON JABATAN

Pasal 10

(1) Kepala Badan dan lnspektur Inspektorat Kabupaten adalah jabatan Eselon ll b.

(2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum

dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan strutural Eselon lll a.

(3) Kepala Bagian Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Bidang pada Badan dan

RSUD merupakan Jabatan StrukturalEselon llt b.

(4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Struktural

Eselon lV a.
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BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala Bagian pada RSUD dan Kepala Bidang Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Mukomuko yang telah mendudukijabatan struktural eselon lll A sebelum Peraturan Daerah

ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam

jabatan struktural eselon lll A,

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Mukomuko Nomor 05 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Mukomuko

dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2006 tentang Organisasi

dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mukomuko dinyatakan tidak berlaku

lagi.

(2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

BupatiMukomuko. $r

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan

Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Padatanggal 2A07

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2OO7
2007

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. KEDUDUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan

unsur pelaksana Teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta melaksanakan

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasidan pembantuan. 1r

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuaidengan tugas dan

fungsinya.

II. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN

A. KEDUDUKAN

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan merupakan unsur pelaksana

Teknis bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan, dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
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B. TUGASDANFUNGSI

1. Badan ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang

Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan serta melaksanakan

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan

Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuaidengan tugas dan

fungsinya.

III. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

A. KEDUDUKAN

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana Teknis bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi

dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuaidengan tugas dan

fungsinya.

$r
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IV. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A, KEDUDUKAN

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang

Kepegawaian Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah serta

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Badan

Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah,

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuaidengan tugas dan

fungsinya.

V. INSPEKTORATKABUPATEN

A. KEDUDUKAN

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur Pengawas Penyelenggara Pemerintah

daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas Melakukan Pengawasan sesuai dengan

kewenangan yang di tetapkan Peraturan Perundang-undangan serta

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Inspektorat

Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

ir
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VI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

A. KEDUDUKAN

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko merupakan unsur Pelaksana Pelayanan

Kesehatan di Daerah Kabupaten Mukomuko, dipimpin oleh seorang Direktur yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko mempunyai tugas Melakukan Pelayanan

kesehatan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan

pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Rumah Sakit

Umum Daerah Mukomuko menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

VII. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. KEDUDUKAN

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur

pelaksana Teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupatisesuaidengan tugas dan

fungsinya.
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VIII. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

A. KEDUDUKAN

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Lingkungan

Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor

Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupatisesuaidengan tugas dan

fungsinya.

IX. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

A. KEDUDUKAN i.
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi merupakan unsur pefaksana Teknis

bidang Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis

admin istratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan ,

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor

Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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KANTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. KEDUDUKAN

Kantor Perhubungan, Komunikasidan lnformatika merupakan unsur pelaksana Teknis

bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGASDANFUNGSI

1. Kantor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Kantor

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupatisesuaidengan tugas dan

fungsinya.
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STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

^ TAHUN 2OO7U\ .r^^',TANGGAL :

KEPALA BADAN

BIDANG
PERENCANAAN FISIK DAN

PRASARANA

BIDANG
PERENCANAAN EKONOMI,

SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANG
STATISTIK DAN DATA

ELEKTRONIK

BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUBBID
PERENCAtr{AAI{FISIK
DAN TATA RUANG

SUBBID
EKONOMI DAN

SOSIAL BUDAYA

SUBBID
PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA

BUPATI OMUKO

ICHWAN YUNUS



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PELAKSANAAN PENYULUHAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUK(
NOMOR : I? . TAHUN 2OO]
TANGGAL | 28 N0VcMbsr zoo'

KEPALA BADAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

BIDANG
KETAHANAN PANGAN

BIDANG
KELEMBAGAAN

BIDANG
PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PENYULUH

BIDANG
PELAYANAN SARANA DAN

PRASARANA DAN
PENGKAJIAN TEKNOLOGI

SUBBID
KETERSEDIAN DAN

DISTRIBUSI PANGAN

SUBBID
KELEMBAGMN

PENYULUH

SUBBID
PEMBINAAN
PENYULUH

SUBBID
KEANEKARAGAMAN

PANGAN

SUBBID
KELEMBAGMN

PETANI

SUBBID
PENGKAJIAN TEKNOLOGI

DAN AKREDITASI

SUBBAG
KEUANGAN

BUPATI KOMUKO
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STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR ' 1? r TAHUN 2OO7
TANGGAL : Afl 'NOPIIIIDON 2OO7

KEPALA BADAN

BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

BIDANG
PEMBERDAYAAN EKONOMI
DAN SOSIAL MASYARAKAT

BIDANG
SARANA TEKNOLOGI

PEDESMN

BIDANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI
DAN LEMBAGA MASYARAKAT

DESA

SUBBID
ADMINISTRASI KEUANGAN

DAN ASET DESA

BUPATI MU OMUKO



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMI.
NoMoR:^TT.ITAHUNz
TANGGAT 6rq.{' Norhrillh)tr\ '

t:
t)

KEPALA BADAN

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG
MUTASI DAN

PENGEMBANGAN KARIR

BIDANG
PEMBINAAN DAN KESPEG

BIDANG
PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

SUBBID
DIKLAT FUNGSIONAL

DAN TEKNIS

BIDANG
PERENCANAAN DAN DATA

PEGAWAI

SUBBID
PENDATAAN, PELAPORAN

DAN DOKUMENTASI

SUBBAG
KEUANGAN

BUPAT KOMUKOl)



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN

LAMPIRAN : PERATURAN
NOMOR
TANGGAL

UPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2OO7

2007

INSPEKTUR
INSPEKTORAT

INSPEKTUR PEMBANTU
PENGAWASAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN
APARATUR

INSPEKTUR PEMBANTU
PENDAPATAN DAN

KEKAYAAN

INSPEKTUR PEMBANTU
PEMBANGUNAN

INSPEKTUR PEMBANTU
KEUANGAN DAN
PEREKONOMIAN

BUPATI D'I'I(OMUKO
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STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR = )A TAHUN 2OO7
TANGGAL : dil 'ilO?(tUW{. zooz

t

DIREKTUR
RUMAH SAKIT

BIDANG
PELAYANAN MEDIS

BIDANG
PERAWATAN

BIDANG
KEUANGAN

SEKSI
PERAWATAN

KHUSUS

BUPATI OMUKOt)t



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA" POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMU
TAHUN 2C

2(/Fi
t.

KEPALA KANTOR
KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG
TATA USAHA

SEKSI
KAJIAN STRATEGIS

SEKSI
PEMBINAAN POLITIK

SEKSI
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI
KESATUAN BANGSA

\ ,r



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMU
NOMOR : [f TAHUN2(
TANGGAL : Aq, 'N0i[0/drqf 2(

t.

SEKSI
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN (83)

KEPALA KANTOR

SUBBAG
TATA USAHA

SEKSI
PENGELOLAAN KUALITAS AIR

DAN PENCEMARAN AIR

SEKSI
PENGELOLAAN KUALITAS UDARA

DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
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STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

DOKUMENTASI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH.#ABUPATEN MUKOMU
NOMOR : lf TAHUN2(
TANGGAL : SQ' c(OmfUbrn zl

t

KEPALA KANTOR
KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG
TATA USAHA

SEKSI
PENGOLAHAN PELAYANAN

PUSTAKA

SEKSI
PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA

,r sEKsl
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

PEPUSTAKAAN

SEKSI
ARSIP DAN DOKUMENTASI

ICHWAN YUNUS



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN,

KOM UNI KASI INFORMATIKA

LAMPIRAN

*

i
SEKSI

ANGKUTAN DAN PENGENDALIAN
OPERASIONAL

KEPALA KANTOR

SUBBAG
TATA USAHA

SEKSI
MANAJEMEN DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

SEKSI
KOMUNIKASI

SEKSI
INFORMATIKA
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